BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa :

1.

Penetapan hak asuh anak (hadlanah) kepada pihak ayahnya selaku penggugat
rekonvensi sebagaimana yang ditetapkan dalam rekonvensi putusan nomor
44/P.dt.G/2013/PTA Mks pada perkara cerai gugat merupakan penetapan
yang lahir dari proses penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim dalam
persidangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada ketentuan pasal 105 huruf
(@) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya
perceraian pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya, yang pada putusan ini pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam dikesampingkan oleh majelis hakim .

Dalam putusan nomor 44/Pdt.G/2013/PTA Mks terdapat dua faktor yang
mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya untuk
mengalihkan hak pemeliharaan/hak pengasuhan anak dari pihak ibu kepada
pihak ayahnya. Pertama, tergugat rekonvensi selaku ibu tidak dapat melarang
anaknya pergi ke gereja bersama teman — temannya dan kalau dilarang anak
tersebut menangis. Kedua, tergugat rekonvensi selaku ibu dari sang anak
sengaja meninggalkan anaknya yang pada waktu itu dalam keadaan sakit.
Sebab tergugat rekonvensi beralasan bahwa ia menganggap telah bercerai

dengan penggugat rekonvensi yang pada saat itu masih berstatus suaminya.
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5.2 Saran

Sebagai saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Mengingat masalah pengasuhan anak merupakan masalah yang tidak jarang
lagi terjadi dimasa sekarang terutama ketika suami dan istri tidak sepaham
lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya dan
berujung pada perceraian maka perlunya sebuah aturan yang menyatakan
secara eksplisit tentang hak asuh (hadlanah) anak yang masih dibawah umur
oleh pihak ayahnya sehingga hakim akan lebih mudah dalam memberikan
pertimbangannya ketika akan menetapkan dalam putusan mengenai pihak
yang lebih berhak untuk memperoleh hak asuh anak.

Demi tercapainya putusan yang akurat oleh hakim dan menghindari stigma
masyarakat yang menilai sebuah putusan pengadilan kurang objektif, maka
perlu penjelasan peraturan secara eksplisit dan tertulis mengenai faktor —
faktor yang dapat menyebabkan gugurnya hak asuh /hak pemeliharaan anak
dari pihak ibunya. Meskipun pada hakikatnya majelis hakim dalam
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tidak hanya terikat pada

undang — undang secara tertulis.
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